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Evaluasn Kebuakan Pupuk Bersubsidi

Ketua Komisi IV DPR, Sudin mendesak, Kementerian
Pertanian (Kementan) melakukan evaluasi menyeluruh
terhadap pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi.
Pasalnya, negara mengalokasikan anggaran sebesar

Rp 30 triliun untuk program pupuk subsidi pada tahun
2020, namun belum efektif meningkatkan produktivitas
para petani Indonesia.

“ISU ini kerap menjadi topik pem-
bahasan dalam pelaksanaan kebi-
jakan pupuk bersubsidi, baik di Rapat
Kerja (Raker) maupun Rapat Dengar
Pendapat (RDP), apa tindakan yang su-
dah dilakukan?” tegas Sudin saat mem-
buka Rapat Dengar Pendapat mem-
bahas permasalahan pupuk di Gedung
Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta,
Kamis (3/2).

Berdasarkan informasi yang diterima-
nya, Sudin menjabarkan sejumlah per-
masalahan terkait penyaluran pupuk
bersubsidi. Di antaranya, urai dia,
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Pada kesempatan yang sama, ia Juga
meminta Kementan tidak main-main
mengelola dana Rp 70 miliar untuk
kegiatan pengumpulan (collect) data
RDKK. Menurut dia, dana tersebut
harus digunakan untuk pembenahan
data RDKK.
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Kementan. Selain itu, Kepala Badan
Penyuluhan dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP)

Kementan, Dirjen Perikanan Budi Daya

Kementerian Kelautan dan Perikanan

(Kementerian KP), dan Direktur Utama

(Dirut) PT Pupuk Indonesia.

“Kami minta, RDKK segera diper-
baiki. Kemudian, tindak tegas dan
berantas oknum-oknum distributor
pupuk di seluruh wilayah Indonesm ”
tandasnya.

Menanggapi hal itu, Dll‘_’el'l PSP
Kementan, Ali Jamil mengatakan,
pihaknya akan menindaklanjuti re-
komendasi Tim Panja Pupuk Ber-
subsidi Komisi IV DPR. Tindak lanjut
itu, kata dia, akan diwujudkan melalui
pemberian pupuk bersubsidi kepada
petani dengan lahan kurang dari 2 hek-

tar (ha), penentuan prioritas penerima

pupuk bersubsidi berdasarkan kebu-
tuhan pangan pokok, dan komoditas
terdampak inflasi. m oNyTIM

ketersediaan pupuk yang tidak sesuai
dengan musim tanam, validitas data
padasistem elektronik Rencana Definitif
Kebutuhan Kelompok (e-RDKK), per-
dagangan pupuk ilegal, hingga praktik
penjualan pupuk bersubsidi secara
bundling dengan produk per-
tanian. i
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